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Indikator Jumlah Data dan informasi Perpustakaan

Satuan Dokumen (15 Dokumen)

A. Latar Belakang

e Dasar Hukum

a.
b.
c.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dan ketentuan lain yang berlaku terkait penyelenggaraan
perpustakaan.

Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Permengari Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah

Peraturan Walikota No 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Dalam Pembangunan Daerah




Gambaran Umum

Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, sumber belajar, serta
sarana peningkatan literasi masyarakat.Dalam menjalankan fungsinya secara optimal, diperlukan
data dan informasi yang akurat, lengkap, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik.Data tersebut
meliputi koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, layanan, keanggotaan,

pemanfaatan koleksi, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan.

Penyusunan data dan informasi perpustakaan merupakan salah satu upaya untuk
mewujudkan tata kelola perpustakaan yang efekif, efisien, transparan, dan akuntabel. Data yang
tersusun secara sistematis akan menjadi dasar dalam perencanaan program, pengambilan
kebijakan, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja perpustakaan.
Selain itu, ketersediaan data yang berkualitas juga mendukung pelaksanaan akreditasi
perpustakaan, pengembangan layanan, serta penyediaan informasi bagi para pemangku
kepentingan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan akan
layanan perpustakaan yang berkualitas, pengelolaan data perpustakaan dituntut untuk dilakukan
secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperiukan kegiatan penyusunan data dan
informasi perpustakaan agar seluruh data dapat dihimpun, diverifikasi, diolah, diperbarui, dan

disajikan secara akurat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi
perpustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis
data, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, serta mewujudkan pengelolaan perpustakaan

yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Kesenjangan APKM :

Akses

o Lokasi DPK yang kurang strategis.

e Jaringan internet untuk aplikasi sering terganggu.



Partisipasi

Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga gadget lebih penting
daripada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan
sebagai ruang interaksi publik.

Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait literasi informasi

Masih rendahnya Budaya literasi dalam upaya pembentukan karakter generasi muda terbaik

bangsa

Masih rendahnya dukungan anggaran.

Kontrol

Belum optimalnya pelayanan terhadap pengunjung Perpustakaan.

Manfaat

Belum optimalnya pemanfaatan Perpustakaan bagi Masyarakat

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

Perpustakaan umum.
Perpustakaan desa/kelurahan.
Perpustakaan sekolah.
Perpustakaan khusus.

Taman bacaan masyarakat (TBM).

Perpustakaan perguruan tinggi (sesuai kewenangan).

Masyarakat

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan instrumen pengumpulan data.



Koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Pengumpulan data lapangan.

Verifikasi dan validasi data.

Entri dan pengolahan data.

Analisis data.

Penyusunan profil perpustakaan.
Penyusunan statistik perpustakaan.
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Penyusunan laporan akhir

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Maret sd Desember 2026 dengan rincian sebagai

berikut:
Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
TRIWULAN
i Tainen KGRI Triwulanl Triwulan Il Triwulan [1i Triwulan IV
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei s Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des

n

1. | Sosialisasi dan Advokasi
akreditasi perpustakaan

2. | Pembinaan dan Pendampingan
akreditasi perpustakaan

3. | Membuat laporan pelaksanaan

kegiatan

E. Penilaian Resiko

- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,

- Tidak terpenuhinya peserta kegiatan dengan kriteria yang diharapkan

F. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang

Panjang Tahun 2026 dengan anggaran sebesar Rp.46.750.300,- (Empat Puluh Enam Juta Tujuh

Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)




G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan nantinya.
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Padang Panjang, Januari 2026

KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
Selaku PPTK
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KERANGKA ACUAN KERJAITERM OF REFERENCE
SUB KEGIATAN
PENGEMBANGAN KEKHASAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

Kode Subkegiatan 2.23.02.2.01.0019

Kinerja Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan

Indikator Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan

Satuan Eksemplar (145 Eksemplar)

A. Latar Belakang
e Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan.

d. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional dan ketentuan lain yang berlaku terkait penyelenggaraan
perpustakaan.

e. Inpres no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

f.  Permengari Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah

g. Peraturan Walikota No 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Daerah

e Gambaran Umum

Perpustakaan daerah memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, pelestarian budaya,
serta dokumentasi sejarah dan kearifan lokal.Salah satu fungsi penting perpustakaan adalah

mengembangkan koleksi yang memiliki kekhasan daerah (local content) sebagai upaya mendukung



pelestarian warisan budaya, meningkatkan literasi masyarakat, serta menyediakan sumber informasi

yang autentik mengenai daerah.

Pengembangan kekhasan koleksi dilakukan melalui pengadaan, penghimpunan,
pendokumentasian, digitalisasi, dan pelestarian berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan
sejarah, budaya, adat istiadat, bahasa, tokoh, potensi daerah, hasil penelitian, karya penulis lokal,
dan produk intelektual masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan daerah dapat menjadi pusat

rujukan informasi mengenai identitas dan karakteristik daerah.

Kesenjangan APKM :

Akses

e Lokasi DPK yang kurang strategis.

e Jaringan internet untuk aplikasi sering terganggu.
Partisipasi

» Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga gadget lebih penting
daripada meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pemanfaatan perpustakaan
sebagai ruang interaksi publik.

e Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terkait literasi informasi

e Masih rendahnya Budaya literasi dalam upaya pembentukan karakter generasi muda terbaik
bangsa

e Masih rendahnya dukungan anggaran..

Kontrol

e Belum optimalnya pelayanan terhadap pengunjung Perpustakaan.
Manfaat

e Belum optimalnya pemanfaatan Perpustakaan bagi Masyarakat






